9/24/2019

KLINIK .1

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN/KOTA

TA .2019

LATAR BELAKANG

1. AmanatUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 15 hurufe adalah
menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permuk
(RP3KP) di tingkat kabupaten/kota

2. Kabupaten/kota telah melakukan penyusunan RP3KP padaTahu
20112, dan perlu penyesuaian dengan pedoman penyusunan RP3KP yang akan disyahka
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L e

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan RP3KP;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsisumatera Barat Tahun 2016 — 2035

8. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
daerah tahun 2019.




RP3KP re Pembangjrm tnPergntgnPeunn danKawasanPenmklman)

DASAR HUKUM

" UU No 1 Th 2011 tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
asal f LANDASAN HUI(UM Penun]ang

emhangunan dan Pengembangan
ahan dan KaWasa mukmn Daerah Pro :

PENGERTIAN RP3KP

: Dokumen gerencanaan umum genyjelenggar’aa
gemmahan dan kawasan permukiman yang

asional;

2 RP3KP Provm5|;
| 3.RP3KP Kota;

i erkoaghnamdan egp_adu secara lintas sektoral
© dan flntas wﬂaga!g administratif.

[ 4.RP3KP K¢

Lingkup Tugas

Mendampingi penyusunan dokumen RP3KP
Kabupaten/Kota

mendampingi proses legalisasi perda RP3KP
Kabupaten/Kota
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Kondisi Eksisting Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumah
Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Sedang Menyusun
(Menganggarkan TA 2019)

o Review Perda  penyusuna
Provinsi/Kota/Kab Akan - Konsultasi Legalisasi
Belum Menganggarkan  Tahun enyusunan  rofilpaxp | AndlisisatauBuku  Penyempurnaan RP3KP. Naskah e it
Menganggarkan OIS 4 Rencana RP3KP/RPAD Akademis ‘
Tahun... Prolegda perda
RP3KP.
Th. 2016 Th. 2016
Kabupaten Kepulauan Th. 2016 Th.2016
Mentawai
Th. 2016 Th.2016 Th. 2017
[ abupatensijuniung T P P e
[ Kabupaten tanahoatr | | | [ [ [ [ | [ |

@bu r
Belum :
Kabupaten Padang Pariaman
2014
Kabupaten Agam

Th. 2020

paten Solok Selatan

Kabupaten Dhamasraya Belum Th. 2020

Th.2017 Th.2017
Kabupaten Pasaman Barat
e Th. 2016 Th. 2020 Th. 2016

Kota Solok Th. 2016 Th. 2016

Th. 2016 (RP4D) Th. 2019 Th. 2019
Kota Sawahlunto

Kota Padang Panjang o Thaoe

Th. 2016 ( RP4D) Th.2016
Kota Bukittinggi

ul
[ otaPayakumbuh | Th. 2018
[Kotapariaman b el e

Sumber : SNVT P di Per han Provinsi S a Barat, 2019

Dasar pemilihan 6 Kabupaten Kota yang didampingi

“menyatakan minat untuk dilakukan
pendampingan terhadap Dokumen teknis,
Naskah Akademik, ranperda RP3KP yang
sudah/akan/sedang disusun
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WALIKOTA PARIAMAN

Fariaman
Hamor EO0 0 PekimL 2019 Kepada
lempkan . Hapaa Dias Foumal han
Perhut Fermintan Predampingan Reakyal, Kawacar Pamnuiesan

Panyuaunis RPSKE
Sumater Barat

Dengan hormat,

Semsungan cengan s Sa B
ANEASAPFR-FaikineanAIIBT Masan | Jul 2012 perha Fandsmsn o
RP3P, Dinas Foumahan Rakpot Kowssin Paskiman can Fetanzhan

Kota 7 s b
2008, Sawt in, Delumen RFIKP Kota Pacbiman telsh masuk dalam
Ranzangan Pe-aturan Walkoto, Berkafien dorgan hal temetu, Kami erina
adsya  pondampingan don Dinas Perumitan Ryl Kavasan

cickuman yang sudsh Kami bust
emkan bl inl kami sampaikan, sl kegasaranga duzakan

Scanned by CamScanner

2 .Metodologi pendampingan penyusun
Dokumen RP3KP Ke kab/kota

Proseding
@ Klinik

Identifikasi
dan Verifikasi

Kunjungan
Lapangan

Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan
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SANDINGAN CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014 DENGAN PERUNDANGAN YANG

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

ANALISIS

RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

AKAN DISYAHKAN

PROFIL PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANALISIS RP3KP KOTA /KABUPATEN

I

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM RP3KP KABUPATEN

Perubahan Substansi mat

pada perundang-undanga

yang akan disyahkan

memiliki penjabaran anali

yang berbeda pada

v Kota : Analisis
pembangunan
Lingkungan hunian bar
kota

v’ Kab : Analisis lingkunga
hunian pedesaan
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” KelyKota yangakan didanpingi

/ = | * | x

Hasil kunjungan
. Kota Pariaman Sudah menyusun
Dokumen RP3KP, dan Ranperda
~ . Kota Pariaman belum ada Naskah
I ; Akademik RP3KP

Evaluasi

1. Kota Pariaman harus segera
menyusun Naskah Akademik RP3KP,
karena amanat UU No 11 No 12,
Naskah

2. Akademik sebagaimana yang

merupakan bagiantidak terpisahkan

dari Undang-Undang

—

Solusi

1. Kota Pariaman harus segera
menyusun Naskah Akademik RP3KP
dan menyiapkan personil untuk
penyiapan Naskah akademik Yang
dimaksud

| 2. Konsultan pendamping akan

melakukan kunjungan ke daerah




KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hasil kunjungan
1. Kabupaten Pessel Sudah

menyusun Dokumen RP3KP,

Kab Pessel belum ada
Naskah Akademik RP3KP
dan Ranperda

Kab pessel menjadikan Dok

RP3KP sampai perbup

Evaluasi
1. Kab Pessel segera

RP3KP, karena amanat UU
No 11 No 12, Naskah

2. Akademik sebagaimana
yang merupakan

Undang-Undang

Solusi

Naskah Aademik dan
perbup

melakukan kunjungan ke
daerah

menyusun Naskah Akademik

bagiantidak terpisahkan dari

1. Kab Pessel segera menyusun

2. Konsultan pendamping akan

Hasil kunjungan

1. Kabupaten Sijunjung Baru
menyusun Dokumen RP3KP,

2. Kegiatan RP3KP diserahkan
kepada Pihak 3

Evaluasi

1. Kab Sijunjung melakukan

koordinasi kepada provinsi
pada setiap proses pelaksanaan
kegiatannya

Kabupaten Sijunjung
menyerahkan rencana kerja
yang akan disusun selama
proses penyusunan RP3KP di
Kabupaten Sijunjung

Solusi

1.

Kab Sijunjung akan melakukan
koordinasi secara berkala ke
provinsi

Konsultan pendamping akan
melakukan kunjungan ke daerah
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KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hasil kunjungan
. Kabupaten Lima Puluh
Kota menyusun Dokumen

RP3KP,

. Sudah memiliki Naskah
akademik

. Sedang proses prolegda

Evaluasi

1. Subtansi muatan dokumen
RP3KP belum sesuai

2. Isian Ranperda RP3KP Lima
Puluh Kota perlu perbaikan
terdapat perubahan tupoksi
batang tubuh

Solusi

1. Kab Lima Puluh Kota akan
melakukan koordinasi
secara berkala ke provinsi

2. Konsultan pendamping
akan melakukan kunjungan
ke daerah

Klinik

1. Desk hasil muatan Dokumen Teknis, Naskah
Akademik dan Ranperda RP3KP yang telah disusun

oleh Kabupaten /Kota

2. Rencana jadwal kegiatan Penyusunan RP3KP yang

telah disusun oleh Kabupaten/kota

3. Desk hasil muatan RP3KP yang telah disusun oleh

Kabupaten /Kota
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CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTABERDASARKAN MODUL DAN KEMENPERA

NO 12 TAHUN 2014

Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kebijakan Umum

Kebijakan tata ruang kabupaten/kota terhadap perumahan dan kawasan permukiman

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

BAB |3 BAB III

Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
1.1. Kebijakan perumahan dan kawasan permukiman

1.1.1. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, am|
serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

1.1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawas
permukiman

etersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
Pelayanan prasarana, sarana, dan utiitas umum perumahan dan kawasan permukiman
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya
1.2._Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
1.2.1.  Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, am|
serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

12.1.1._Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR
1212, Penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan melalui perencanaan dan pembangunan yang ses}
dengan rencana tata ruan

1213, Keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi

1.2.2._Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

1221, Pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan perumahan antar pemangku lintas sektor, lintas wilay|
dan masyarakat

1222 Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang perumahan

1.2.3._Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman

12.31. _ Bank tanah dan konsolidasi lahan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
1232 Insentif dan disinsentif

1233, Kemitraan antar perumahan dan kawasan permukiman dan/atau antar kabupaten/kabupaten pada lok:
lokasi yang berbatasan

124 Pe\ayanan prasarana, sarana, dan utiitas umum perumahan dan kawasan permukiman

Sinkronisasi pengadaan prasarana, sarana, dan utiitas umum perumahan dan kawasan permukiman
Insentif dan disinsentif

Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat

Kelembagaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi

enoegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
251 Pengawasan dan pengendalian

Pemberdayaan masyarakat

Pola penanganan perumahan kumuh dan kawasan kumuh

1.2.6. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya

1261 kat
1262 Pelibatan komunitas setem;

BAB II3

BAB |

CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTABERDASARKAN MODUL DAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014 MUATAN RP3KP BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DISYAHKAN
! i 1. profi Kawasan Permukiman
2] pofi 1.1, Profil Umum Kebupaten
211 111, etak fis tr
212 | e —— 112, Kondsi sosal, ekanomi, an budara
2.1.3. | Kondisi hidrologi : ﬂnﬂr! fisik geologi dan morfologi
2Le 115, ebiplan ot kbupte e penuraan G e pemukinan
215 | Kondis 116, Kebiaken per berumahen dan kawasen permukiman kebupaten
246 | Kondsi ependudukan 12. on kewasen permukimen

247,

1.2.1. Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kabuualzn

218, | Kondis ekonomi

Sebaran rumah, perumahan, dan permukiman

219, | Potens Sumber Daya Alam

Penquasaan bangunan tempat tinggal setiap kecamatan

2110, | Infrastrutur

Budaya bermukim
Jumiah dan sebaran backlog rumah setiap kecamatan

22 2,15, Jumlah dan seberan rumsh tidak layak huni setiap kecamatan
221 122 P kebupaten
baran umah,peumatan, empadan sungai, pantai, danau, dan rel kereta api
Keurahan/desa; . it i bawah SUTET
matan 25 lindung
222 2. 2san rawen bencana
N et E 123 Konds kumuh dan permukimen kumuh
o Teoas 1231 Tipologiperumahan kumh dan permukiman kumh
- A diatas ar; B, di tepi i C. di dateran rendeh; D diperbukitan; den/atau, ;D di daerah rawan bencana
224 1232 Kondisi kekumuhan
225 | Kondis kekumutn A Penururan sl furgs! paruma setag tenpat hnia; 6. Ketteatuan tanguan; C
B tnggi dand Tingkat kepadtan bangunan yang tingg; dan D Kuali

1233, Kondisi prasarana, sarana, dan utiitas umum

2,256.| Kondis prasarana, saan,

A Jdan lingkungan; B Penyediaan air minum; C; Drainase lingkungan; D; Pengeloiaan air imbahy, E;

2. Jlan ingkungan ; b Penyediaan ar minum; ¢

Pengelolaan ar limbah; e. Proteksi kebakaran.

Pengelolaan persampahan; dan F; Proteksi kebakaran.

27 xond -~ 124, Konds Dresarana, sarana, dan utltas urum perumahan
- 4.1, Prasarana jalan perumahan
228 tem penyediaan air minum

istem pengelolaan persampahan

229 | Kelembagean

tem pengelolaan air limbah

arana umum yang menunjang fungsi hunian
Jaringan listrik dan jaringan
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Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota
Analisisimplikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten
terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman
Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah
fungsional perkotaan dan perdesaan
Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota
Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman,
Analisisarah pengembangan PKP di perkotaan dan/atau perdesaan yang
berbatasan dalam wilayah kabupaten/kota terhadap rencana
pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan

Analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk sarana

pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota
Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan
dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan
prasarana dan sarana serta utilitas umum
Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah

Analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi
pemanfaatan ruang
Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

sumber

penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan,
dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah

Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah kabupaten/kota

BAB llis) BAB Il

WUATAN RP3KP BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DISYARKAN
1._Analisis RP3KP Kabugaten
11 Analiss umum
Anahs\s implikasi Kebiakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman nasional dan
provin

TIZ s impikasi Kebiakan pembangunan dan tala ruang kabupaten terhadap pembangunan dan pengembangan
etumehan dan kawasan pernukiman
113 A
1431, Stuklur penduduk seliap ks-ma'an erdasaran il pechan, ilongok un, il perddian,
fingkat.
7132, Petitungan jumlah kepala keluarga ﬂap e ada aval ahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua
uluh) tahun ke depan diperkotaan dan perdesaan
7133 Sebaran kepadalan penduduk tiap kecamatan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20

(dua puluh)

o
1134, Jumiah penduduk kabupaten pada awal tzhun perencanaan dan proyeks 20 (dua puluh) tahun ke depan i
perkotaan dan perdesaan

mukiman
prasarana, sarana, dan

arana. dan ulltas umum
12 pengembangan perumahan kabupaten (RP3)
rumah (backiog dan proyeksi

peningkatan kualias rumah

A Pemugeran
8. Peremajaan
c

125 Analss kepadalan bangunan
126 Analss kebutuhan PSU perumahan
Prasarana jlan perumahan

B, Sistem pengelolaan drainase perumahan

C. Sistem penyeiaan air minum perumahan

D, Sistem pengelolaan persampahan perumahan

E.  Sistem pengelolaan ai imbah perumhan

. Sarana umum yang menurjang fungsihunian
G, Jaringan tenaga stk d perumahan
H_Jaringan

7 A
Ana dizen perumahen tematk
wnalsis okasi penmahan yang
0 (demand)
D pembengunan perumahan berdasarken izn (suppl]
2
3 rehabillasi umah yang ek ayak hun bag Korban bencana kabupaten

A. Jenis pelayanan dasar
B.. Mutu pelayanan dasar
Penerima
1214 Analsis kebutuhan fasliasi penyedaan umah yang layak huni bag! masyarekat yang terkena dampak relokest

.1 Aol Kbuluhan pembangunen dan pengenbangen Kawasan permukinan

.51, Analis inlungen hrien portse

s pongeembangan TJar Gam Ran parciad

raliis potesi Inglangen hunian perkcraan. dalam mendukung fungsi dan pecanan perkctaan di

kabu
kebi tensi |

\gkungan hunian perkotaan dalam menduiung

fungs! dan pernen perkctaan o Kabupaton y
} ekonomi setem;
8. Analss Kebuuhan polayanan ighungan hunian pei
standar teknis
i, Analsis pelayanan lingkungan hunian perkotaan
ii. Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunia
kabupaten dan standar teknis
il Analisis kebutuhan peningkatan pelayanan lingkj
C. Analisis kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana
‘sesuai alokasi rencana tata ruang dan standar teknis
Analisis kinerja kapasitas prasarana, sarana, o

i Ao keterpaduan prasarana, sarana, dan
Sesua rancana tat nang kabuparen
. Analis kebutuhan ponngkatan keerpacan o
nian porkot

Anlsis kebutunan peningkatan kuatas permukiran ki
Analiis pencegahn erhadap mbunya permukiman
yang i tersncana dan ik eratur

1" Analiss pencegahan umbuh dan berkembangny

pada okt kumun

o prcogatn o o srnesrny
ok tora

mo

taan sesuai alokasi rencana tdafulnd dan

jang ada
perkotaan sesuai alokasi rencana tata ruang

fgan hunian perkotaan
utiftas umum lingkungan hunian perkotaan

n utiitas umum lingkungan hunian perkotaan
Jiitas umum ingkungan hunian perkotaan di
fan standar tof

sarana, sarana, dan utiitas umu lingkungan

o
kumuh dan berkembangnya lingkungan hunian

fa perumahan kumuh dan permukiman kumuh

fa lingkungan hunian yang tidak terencana dan

g memanfaatkan puribgr, dayaAmalkisisdingkungan hunian perdesaan

[EER2

173,

At pemhangunan hngkunﬂan hunian baru perkotaan
canaan lingkungan hunian baru skala besar deng

" Analsis kabutanan boryedaan Iokas permukim

i, Analsisi kebutuhan penyediaan prasarana, saran}

i, Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekol

. Perencanaan ingkungan hrian b bk skl bsa
Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukim

i, Analsiis kebutuhan penyediaan prasarana, saran|
fii_Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekof

Kasiba

. dan utitas umum permukiman
omi, dan pelayanan jasa pemerintahan
dengan prasarana, sarana, dan uiitas umum

., dan utiitas umum permukiman
omi, dan pelayanan tah:

Rralals pomangurian ek ngkungan unin pakotaan
wabilitast

Analisis pengembangan lingkungan hunian perdesaan
A. Analisis potensi lingkungan hunian perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan
kabupaten
i. Analisis kebijakan peningkatan efisiensi potensi
kegiatan sosial ekonomi setempat
B. Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perdesaan sesuai alokasi rencana ta
standar teknis
i. Analisis pelayanan lingkungan hunian perdesaan yang ada
ii. Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perdesaan sesuai alokasi rencal
kabupaten dan standar teknis
i Analisis kebutuhan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan
C. Analisis kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan huni;
sesuai alokasi rencana tata ruang dan standar teknis
i. Analisis kinerja kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan huni
yang ada
ii. Analisis keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian
kabupaten sesuai rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
i Analisis kebutuhan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umu|
hunian perdesaan

lingkungan hunian perdq
mendukung fungsi dan peranan perdesaan di kabupaten yang memanfaatkan sury

L2

: ';::::g;ﬁ 1.1.1.2. Analisis lingkungan hunian baru perdesaan
Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba
i. Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii. Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
i Analisis Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pell
pemerintahan
B. Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan
i. Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii. Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
fii. Analisis kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pell
pemerintahan
1.1.1.3. Analisis pembangunan kembali lingkungan hunian perdesaan
A. Rehabilitasi

B. Rekonstruksi
C. Peremajaan
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PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

2. Menyusun jadwal pelaksanaan
| pekerjaan
| b Menyusun arganisasi
| " pelakanion fekidian
Menyusun jadwal penugasan
| personil

d. Melakukan koordinasi dengan
KP/PRTR/ Tim PPHE

| ra| ladwal fasilitasi

pendampingan

Kab/kota sudah
menyusun dak
RPIKP

KOMPILAS| DATA i

W | Kab/kota baru

d proses
Pengumpulan data-data terkait RPIKP +—3 menyusun dok
Kab/Kota yang akan didampingi f—

TAHAP ANALISIS dan EVALAUSI

1. Analisis Kuantitatif i

1 Identifikasi proses/Tahapan di Kab/Kota yang baru proses menyusun dok AP3KP

Dokumen RPIKP Sesuai

1b Ides

N
1
\
\

Peraturan

kasi proses/Tahapan Kab/kota yg sudah menyusun dok RP3KP

| Naskah Akademik RP3KP
Sesuai Peraturan

‘ 2. Analisis Kualitatif

| ——

2.a Evaluasi materi Dok RP3KP

b Evaluasi Naskah Akademik
Dok. RP3KP !

2c Evaluasi Ranperda RPIKP

PROSEDING
EKLNIK 3

Kab/kota proses

bl PROSEDING &

Ll jegalisasi Dok
RPIKP

PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN

KLINIK 2

PENYAMPAIAN LAPORAN
LAD PENDAHULUAN

BULAN 2

[——  Proses kegiatan terkt langsung untuk mencopal sasaran

[+ Tamet vans harus disenuhi densan melibstkan tm teknis dan FFTK

|5 Koordinest per tiap bulsninya densan metibatkan Ksbupaten/kota, FFTE, tim

PEMBAHASAN LAPORAN PROCEDING

Ranperda RP3KP Sesuai
Peraturan

ASAN LAPORAN AKHIR

PENVAMPAIAN LAPORAN AKHIR

teknis
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Rencana Jadwal pendampingan Penyusunan Dok

Rencana Pen

dan peng 1gan Per han dan K

Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota

(Tahap persiapan Rencana | 10
|- Mienyusun jacusd pelsizanann pekerjaan
[ Menyumin
|- mtemyusun
dengan KF/PFTI] Tim FFHE

e

‘Pengumpulan data-data terkait AF3KF kabfkota vans skan
didamping!

‘Tahap Analisis dan Asistensi

)

identifiia prosesTahapsn Kabfiota vy sudsh memyusun dak
PP Rencana

identifikay tahapan yang telsh difsksanakan ksh/kotn Rencana &
ik | Rencana 2
b Faslltm Pendompingan  [Rencana | 12
- Wk il Rencana 2
o
‘Evaluas iian mater! AP3KF [—
Evalune) Naskah 3 Rencana 10
Evaluast Ranperda RPIKE [Rencana | 7
[ [Rencana 2
Kehuaran

1. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK TERDIRI ATAS:
A Judul
B Kata pengantar
C Daftar

1. Pendahuluan
2. kajian teoretis dan praktik empiris
3. Evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan terkait
4. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
5. langkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang
peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kata
6. Bab 'Vl penutup
D Daftar pustaka

E Lampiran: rancangan peraturan perundang-undangan

I, SISTEMATIKA RAPERDA TERDIRI ATAS:
L JuDuL
2. PEMBUKAAN
1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2} Jabatan Peraturan ng-undang:

3) Konsiderans
4) Dasar Hukum
5} Diktum
3. BATANGTUBUH
1) Ketentuan Umum
2} Materi Pokok yang Diatur
3) Ketentuan Pidana (jika diperiukan)
4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan}
5) Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6 LAMPIRAN (jika dipertukan}
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1. Perubahan substansi materi yang baru ini sudah menampung
kegiatan, apakah akan ada perubahan
Jawab . Substansi yang disampaikan sudah

1. Pessel sudah, menyusun, kmdian sekarang ada perubahan
Pessel harus bisa diubah,

1. Dokumen juga dapat disesuaikan

2. Dokumen yang lama tetap bisa dikondisikan dan didorong

1. Lima puluh kota:
Banyak perubahan di rp3KP dna sekarang disesuaikan dan dibuatkan
berita Acaranya sehingga memudahkan dalam proses Berita Acara nya

Kab Dharmasraya
1. Apayang perlu dipersiapkan dan apa strateginya

Memiliki surat edaran bagi kabupaten Dharmasraya
RTRW Kabupaten Dharmasraya sedang proses
Memiliki satu data di daerah

Upaya dalam penyusunan RP3KP
1. Agam

Apa yang mengisyaratkan bhawa rp3Kp harus disusun dan diperdakan
apakah cukup diperwakokan atau diperbup kan saja, agar setiap ada
perubahan memudahkan untuk diubah.

2. Agam diperlukan penyesuaian waktu, dan agam juga daftar untuk
pendampingan Rp3KP.
3. Pada tahun ini, dianggarkan dan menyusun dan review dan

lawah
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Siapa yang akan memperbaiki hasil
perbaikan Rp3KP

RTRW sedang pergub

Bagaimana langkah-langkah kab/kota

Bambang APERSI

1.

Screanin awal rumah diawali
dengan SLF

2. Perlu dskusi lanjutan dengan
stake holder

PASAMAN

1. Surat edaran tentang penyusunan
RP3KP oleh Kab Kota

2. PERTEMUAN RUTIN KADIS YANG

MEMBAHAWAI URUSAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PADA WAKTU YANG DITENTUKAN

Agam
1. Pokja Agam tidak jalan karena
sering tidak dilibatkan.
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